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ABSTRAK 

 

 

 Skripsi yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana pada 

penadahan hasil perkebunan (studi putusan nomor: 71/Pid Sus/2015/PN Ktp dan 

putusan nomor: 122/Pid Sus/2016/PN Stb)” adapun rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 

tindak pidana penadahan hasil perkebunan dalam perkara nomor: 71/Pid Sus/2015/PN 

Ktp dan putusan nomor: 122/Pid Sus/2016/PN Stb dan bagaimana penjatuhan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Penulisan skripsi ini mengguankan 

metode penelitian normatif. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian bahwa hakim dalam mejatuhkan putusan 

harus berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis, agar tidak terjadi 

putusan yang tidak adil atau merugikan terdakwa. Pelaku tindak pidana penadahan hasil 

perkebunan dapat dijatuhkan pidana apabila sudah terpenuhinya delik tindak pidana 

penadahan hasil perkebunan dan Dari analisis penulis dapat diketahui bahwa 2 (dua) 

putusan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif serta tujuan pemidanaan. 

 

KataKunci : Penjatuhan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penadahan Hasil 

Perkebunan, Pertimbangan Hakim.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota 

masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan masyarakat itu. Adanya 

keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-

aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi 

kekacauan. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk di taati 

karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota 

masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya 

ketidak percayaan antara masyarakat itu sendiri maupun ketidak percayaan dengan 

aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih kondisi perekonomian negara ini yang 

sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam 

masyarakat yang dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. 

Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu industri yang membantu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Direktur jendral (dirjen) perkebunan 

Kementerian Pertanian (kementan) menegaskan, sektor perkebunan kelapa sawit dan 

industri minyak sawit nasional merupakan sektor strategis yang memberikan 

sumbangsih besar terhadap pereknomian nasional. Bambang menyatakan, dari segi 

pendapatan negara, devisa ekspor yang dihasilkan dari produk kelapa sawit pada tahun 

2017mencapai 21,25 milyar dollar AS atau sekitar Rp 287 triliun. Pengusaha kelapa 

sawit saat ini menyerap lebih dari 5,5 juta tenaga kerja di sektor on fran (perkebunana). 

Penyerapan tenaga kerja ini akan lebih besar lagi kalau termasuk tenaga kerja  di sektor 
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of fran dan jasa pada agribisnis kelapa sawit, kendati demikian, meski sektor 

perkebunan dan industri kelapa sawit telah menunjukan kinerja yang positif, sekaligus 

kendala yang harus dapat diselesaikan .1 

 Perkebunan kelapa sawit berdampak positif bagi negara karena perkebunan 

kelapa sawit salah satu penyumbang dana di Indonesia dengan pendapatan yang tinggi 

pertahunnya, dan juga pekebunan kelapa sawit membantu negara untuk menekan 

timbulnya penganguran di Indonesia yaitu dengan cara menyediakan lowongan 

perkerjaan sebagai buruh dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah buruh yang 

banyak di suatu perkebunan tentu pemerintahan tidak menutup mata untuk melindungi 

hak dan kewajiban buruh. Peraturan tersebut diatur dalam hukum perburuan. 

 Dengan perkembangan industri perkebunan yang semakin meningkat, 

pemerintah Indonesia menanggapi dengan serius dengan adanya industri perkebunan ini 

dengan dibuatnya peraturan yang harus dilaksanakan secara khusus, terarah, terpadu dan 

berkesinambungan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 dan undang-undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan2: 

 “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara 

republik Indonesia merupakan anugrah tuhan yang maha esa untuk dimanfaatkan 

dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara 

republik Indonesia tahun 1945.” 

 
 
1https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-

berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi 
2Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi
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“bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan 

perekonomian nasional dalam rangkah mewujudkan kemakmuran dan kesejateraan 

rakyat secara keadilan .” 

Dalam kegiatan perkebunan seringkali di dapatkan kejahatan baik disenggaja 

ataupun tidak disenggaja. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, malah 

sebaliknya kasus kejahatan sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis 

kejahatan terhadap kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak 

pidana penadahan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan selalu meningkat di 

negara-negara yang sedang berkembang kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi. 

Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia masih mendiami 

bumi ini, kejahatan sedikit banyak berubah. Emile Durkheim menyatakan bahwa 

”kejahatan adalah gejalah normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas 

dan perkembangan sosial karna itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis”3. 

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di industri perkebunana kelapa sawit 

adalah kejahatan penadahan hasil perkebunan kelapa sawit.Tindak pidana penadahan 

salah satu bentuk kejahatan harta kekayaan yang sangat sulit untuk dilakukan 

pengusutan dalam tindakannya. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di 

lingkungan masyarakat, tapi karena rapinya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena 

kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar maka sering kali tindak pidana ini hanya 

dipandang sebagai perbuatan yang biasa. 

Berikut jenis tindak pidana penadahan : 

 
 
3 Soejono Dirjosisworo, 2007, Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi 

Kejahatan, Seminar Baru, Bandung, hlm. 195. 
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1. Penadahan biasa  

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang 

erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindakan 

pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur dalam title XXX, buku 

2 dalam Pasal 480m KUHP 

“diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda 

paling banyak sembilan ratus rupia: 

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima 

hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , 

mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda 

yang diketahui maka sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 

kejahatan penadahan.” 

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui 

atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.” Terhadap ketentuan 

pasal 480 KUHP diatas, dapat rumuskan penadahan dalam ayat (1) yang 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

 

1. Unsur-unsur obyektif  

a) Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu membeli, Barang siapa membeli, 

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik 

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, 

mengangkut , menyimpan atau menyembunyikan. 

b) Objek adalah sautu benda. 

c) Yang diperoleh dari suatu kejadian. 

2. Unsur subyektif 

a)  Yang diketahui 
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b)  Yang sepatutnya diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah 

kejahatan. 

2.  Penadahan sebagai kebiasaan 

Penadaan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam pasal 481 KUHP yang 

rumusan adalah sebagai berikut: 

1. Barang siapa yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli, 

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik 

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, 

mengangkut, menyimpan ataun menyembunykan yand diperoleh dari 

kejahatandiancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4 dan 

haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. 

 

Unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah: 

1. Unsur-unsur obyektif  

a) Perbuatan yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, 

menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewahkan, 

menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan. 

b) Obyek suatu benda 

c) Yang diterima dari suatu kejahatan 

d) Menjadikan suatu kebiasaan 

2. Unsur-unsur  subyektif : dengan senggaja 
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3. Penadahan ringan 

Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 482 KUHP yang 

rumusannya adalah sebagai berikut: 

1. Yang dalam tangannya yaitu menerima gadai menerima hadiah, menyewa, 

membeli dan menukar.  

2. Yang melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, menukarkan, 

menggadaikan, memberi hadiah menyimpan, menyembunyikan, dan mengakut,4. 

 

4. Penadahan terhadap hasil perkebunan 

Diatur dalam Pasal 78 jo Pasal 111 undang-undang Republik Indonesia 

tahun 2014 tentang Perkebunan: 

Pasal 78 

 “setiap orang dilarang menadah hasil perkebunanyang didapat dari hasil 

penjarahan dan/atau pencurian.” 

 Jo Pasal 111  

“setiap orang yang menadah hasil perkebunan yang didapat dari hasil penjarahan 

dan/atau pencurian sebagai mana yang dimaksud dengan pasal  78dipidana 

dengan pidana [penjara paling lama 7 tahun dan dendah paling banyak 

Rp.7.000.000.000,00(tujuh miliar rupiah).”5 

 

 

 

 

 
 
4Tri, Andrisman, Delik Tertentu Dalam Kuhp, 2012,Bandar lampung. Universitas lampung, 

Hlm.196 
5Undang-Undang Republik Indonesia No39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan 
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Contoh kasus penadahan tehadap kejahatan hasil perkebunan kelapa sawit  yang pernah 

terjadi dan telah diberikan putusan oleh hakim yaitu 

1. Pertama  

putusan nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Ktp (Ketapang Kalimantan Barat) Dalam 

kasus ini, fakta-fakta dalam persidangan berupa : 

HARTOYO Als TOYO bin KAMAL, Tempat lahir Sedau (Manis Mata ), Umur/ 

tanggal lahir 34 tahun /1980, Jenis kelamin laki-laki Indonesia Kebangsaan/ 

kewarganegaraan Rt.06 desa Batu Sedau. saksi menjual tandan buah segar yang saksi 

panen tersebut kepada terdakwa JOKO TINGKIR ,melalui perantara saksi Hartoyo 

(berkas perkara dipisah) di lokasi kebun yang masih termasuk milik PT. HHK timur 

bahwa terdakwa JOKO TINGKIR membeli tandan kelapa sawit tersebut dengan harga 

Rp. 3.100.0 kg (tiga ribu seratus rupiah) perkilogramsehingga total harga 3.100.000- 

(tiga juta seratus ribu rupiah)yang rencananya buah tersebut akan terdakwa jual dengan 

harga RP.1420-(seribu empat ratus dua puluh rupiah) perkilogram. 

 Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam Pidana sesuai dengan Pasal 

78 Jo Pasal 111 Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentan Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat 

(1) Kuhp.   

2. Kedua putusan berikut sebagai perbandingan 

putusan nomor: 122/Pid.Sus/2016/PN.Stb (stabat) Dalam kasus ini, fakta-fakta 

dalam persidangan berupa : 
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Nama  Lengkap Kusran, Batu Alam,1 Januari 1965, Laki-laki Indonesia Dusun III Seia 

Damai Desa Mekr Makmur Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat, Agama Islam, 

Pekejaan Pedagang, smp (tamat). 

Pada hari rabu tanggal 06 januari 2016 pukul 08.00 wib saksi SUGIOTO bersama 

Irwandi di afd. IX PTPN2 sawit hulu utara Bahwa terdakwa mengambil 40 (empat 

puluh) tandan kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu PTPN2 kebun 

sawit hulu utara mengalami kerugian yang ditafsirkan sebesar Rp. 1.200.000- (satu juta 

dua ratus ribu rupiah)6.  

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU no. 38 

tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) KUH 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6Pengadilan Negeri Stabat Nomor 122/Pid.Sus/2016/PN.Stb 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA 

PENADAHAN HASIL PERKEBUNAN” 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan  uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut :   

1. Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pendahan hasil perkebunan Putusan Nomor. 71/Pid.Sus/2015/PN Ktp dan 

Putusan  Nomor. 122/Pid.Sus?2016/PN.Stb ? 

2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil 

perkebunan ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui baik secara dasar hukum maupun 

teori mengenai suatu permasalahan hukum yang adah didalamnya. Tujuan penelitian 

yang dimaksud antara lain : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan 

sesuai dengan Putusan Nomor.71/Pid.Sus/2015/PN.Ktp dan Putusan  

Nomor.122/Pid.Sus?2016/PN.Stb 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan  

D. Manfaat penelitian  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis  

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan di 

bidang hukum serta pemecah permasalahan dilihat dari sudut teori. 

b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama 

menjalankan kuliah strata I di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang 

ilmiah serta bahan masukan bagi penlitian sejenis. 

b. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masukan 
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kedalam instansi maupun menjadi penegak hukum atau praktisi hukum 

yang senantiasa memperjuangkan keadilan di negeri ini agar dapat 

ditegakan. 

c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis, 

sekaliguus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh. 

E. Ruang lingkup 

Agar  pembahasan pada penelitian ini tidak meluas sehingga menimbulkan 

ambigu, maka penelitian ini hanya membatasi dengan pertanggung jawaban pidana 

terhadap tindak pidana penadaan serta bagaimana hakim dalam memutus dan 

menetapkan sanksi pidana terhdap pelaku penadaan. 

F. Kerangka Konseptual 

Kerangka teoritis yaitu konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran 

atau kerangkah acuan yang ada dasar untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.7 Ber dasarkan 

pernyatan diatas maka dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunkan 

kerangka teoritis yang digunkan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan dan 

pertimbangan hakim. 

 

 

 

 

 
 
7Adam Chazawi, 2002,Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 , Jakarta, Hlm.73. 
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1. Tujuan pemidanaa 

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mengetahui beberapa 

teori penjatuhan sanksi pidana ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk 

membenarkan penjatuhan pidana antara lain. 

a. teori retributive 

Teori ini juga terkenal dengan teori absolute/teori pembalasan. 

Menurut pandangan teori ini,pidana haruslah disesuaikan dengan tindak 

pidana yang dilakukan,karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang 

menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal 

dengan tindakan pidana yang dilakukanya. Jadi, dalam teori ini pidana 

dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh 

negara yang bertujuan menderitakn penjahat akibat perbuatanya tujuan 

pemidanaan sebagai pembalasan, pada umumnya dapat menimbulkan 

rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang 

setimpal dengan perbuatan yang telah di lakukan.8 

b. teori utilitarian 

Teori ini sering  juga disebut teori relative/ve/teori tujuan. 

Menurut pandangan teori  ini pemidanaan, itu harus dilihat dari segi 

manfaat. Artinya pemidanaan dengan semata-mata sebagai pembalasan 

belakang seperti dalam teori utilitarian melainkan harus dilihat pula 

manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh karna itu , 

 
 
8 Djoko Prakoso, Hukum Panintensier diIndonesia, Yokyakarta, Liberty, 1988, Hlm.47. 
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teori ini melihat dasar pemberatan pemidanan itu kedepan, yakni pada 

perbaikan para pelangaran hukum (terpidanaan) dimasa yang akan 

datang. 

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan 

tertib pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau 

membinasakan. lalu dibedakan prevensi umumnya tidak melakukan 

delik.9 Pada prevensi khusus,tujuan pemidanan ditunjukan kepada pribadi 

si penjahat agar ia tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya. 

Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahakan tertib hukum .10 

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relative, Negara 

dalam kedukuannya sebagai pelindung masyarakat menekankan 

penegakkan hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib 

hukum dalam masyarakat. 

2. Teori pertimbangan hakim  

Teori pertimbangan hakim adalah sebagai berikut: 

a. Teori keseimbangan 

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau 

terkait dengan perkara. 

 

 
 
9 Andi Hamza, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi, Jakarta, 

Pradnyaparamita, 1985, Hlm. 34. 
10Ibid Hlm. 36. 
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b. Teori pendekatan keilmuan 

Yaitu pemikiran bahwa penjatuhan pidana harus lah dilakukan 

secara sistematik dan penuh kehati-hatian yang khususnya dalam kaitan 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangkah menjamin 

konsentensi dalam putusan hakim.   

c. Teori pendekatan pengalaman 

Yaitu pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang 

dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di 

hadapinya 

d. Teori Ration Decindendi 

Yaitu didasrkan pada landasan filsafat mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek. Berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta 

pertimbangan hakim yang harus didasarkan pada motivasi yang jelas 

untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi pada pihak 

yang berperkara.  

Berdasarkan teori pertimbangan hakim tersebut diatas maka 

untuk menjawab masalah kedua dalam skripsi ini maka penulis 

mengunakan teori ration decindendi yang dimana hakim dalam 

mejatuhkan putusanya harus didasarkan pada landasan filsafat yang 

mendasar  yang mempertimbangkan segala aspek. Berkaitan dengan 

pokok pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan 
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perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan serta pertimbangana hakim yang harus didasarkan 

pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan 

keadilan bagi pada pihak yang berperkara. Sebagai mana dijelaskn pada 

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentag 

kekuasaan kehakiman “bahwa dalam pemeriksaan dan pemutus perkara,  

hakim bertanggungjawab atas penerapannya dan putusan yang 

dibuatnya penetapan dan putusan tersebut harus mememuat 

pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum 

yang tepat dan benar.  

G. Metode penelitian  

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.Selain itu 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut.Untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang 

timbul dalam gejalah yang bersangkutan.11 

1. Jenis penelitian  

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan 

jenis penelitian hukum normative (doktrinal), yang dilakuakan dengan cara 

meneliti bahan pustaka  (liblary research).12 adapun pendekatan yang 

 
 
11Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakata, UI-Press, 1986 Hlm.43. 
12Sugianto Darmandi Marzuki, Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu Dan Filsafat, Bandung Maju, 

2000.Hlm.66. 
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digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. 13 pendekatan 

yang dilakuan  dengan cara mengkaji secara mendalam terhadap peraturan 

Perundang-Undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terumtama 

tentang tindak pidana penadahan. Tipe kajian ini lebih bersifat deduktif, yang 

bertujuan untuk mendekrifsikan atau mengambarkan secara jelas tentang hal-

hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.14 

2. Bahan penelitian  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang 

merupakan bahan pustaka yang mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmia, artikel-arikel 

serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian dari bahan sekunder tersebut 

mencangkup 3 bagian, yaitu : 

a. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang menggikat, 

yang mana yang terdiri dari norma hukum, kaidah dasar peraturan-

peraturan perundang-Undangan, bahan hukum primer yang digunakan 

dallam penelitian ini terdiri dari : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan 

dengan pasal 480 tentang pelaku penadaan. 

 
 

 
13 Pater Mahmud MarzukiPenelitian Hukum, Jakarta, Kencana Preneda Media Grub. 201, Hlm.133 

Dan 136 
14Soerjono Sukanto Ibid Hlm.74. 
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2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

berkaitan dengan penerapan Asas Pembatuan terhadap tindak 

Pidana Penadahan. 

3.  Undang-Undang Nomor  39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

berkaitan dengan Pasal 78 jo 111 tentang pelaku tindak Pidana 

Pengelapan hasil pekebunan. 

b.  Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan gambaran 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil 

penelitian bagaiman analisi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana, 

pada penadahan hasil perkebunan. 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder 

contohnya mengenai Undang-Undang perkebunan serta bagaimana 

hukum terhadap tindak pidana penadahan hasil perkebunan baik didalam 

undang-undang perkebunanan  maupun Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

3. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan cara 

mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitanya dengan masaalah yang 

dibahas melalui study kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan 

dengan cara pengumpulan serta mengkaji literature yang mempunyai relevansi 
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dengan materi yang dibahas termasuk peraturan perundang-Undangan yang 

mendukung permasalahan.Teknik pengumpulan data dimana menurut Soerjono 

Sukanto, study kepustakaan adalah study dokumen yang merupakan suatu alat 

pengumpulan data yang dilakuan melalui data tertulis dengan menggunakan 

“content analysis”  atau sering disebut analisi muatan.15 

4. Teknik analisi bahan hukum 

Untuk mengganalisis data hasil yang diperoleh maka akan digunkan 

metode analisis normatif yang merupakan cara mengintreprestasikan dan 

menyimpulkan bahan penelitian hukum, pengertian dasar hukum, norma hukum, 

teori-teori hukum serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan pelaku 

tindak pidana penadahan. Norma hukum yang diperlukan sebagai data awal 

kemudian dipadukan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang digunakan 

sebagai data melalui proses perpaduan lalu diakhiri dengan kesimpulan terhadap 

permasalahan tindak pidana penadaan terhadap hasil perkebunan.16 

5. Teknik penarikan kesimpulan  

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian 

adalah kesimpulan yang diambil dengan penggunaan cara berpikir deduktif, yang 

dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yangbersifat umum kemudian ditarik 

 
 
15Soerjono Sukanto Ibid Hlm.21. 
16Soerjono Sukanto Ibid Hlm.13.107 
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